LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOQMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG .

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

s
J

SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapa't dinilai'dengan uang sebagai
akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca
harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (net
realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan
penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran
nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa
akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur
akuntansi piutang pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi
atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun
pengurangan nilai piutang.
1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntasi piutang adalah Pejabat

Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas sebagai

berikut:

a. Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi

yang yang belum diterima pembayarannya keBuku Jurnal.
b. Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO ke

dalam Buku Besar masing-masing rekening.

2. Dokumen yang Terkait
Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPD:
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah
b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah
c. Bukti Memorial

d. Dokumen lain yang dipersamakan
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3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada SKPD adalah:

a. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima
pembayarannya
Pada saat penyusunan laporan keuangan,PPK-SKPD melakukan
inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum
diterima pembayarannya. Terhadap SKP/R-Daerah yang belum dibayar
tersebut, PPK-SKPD mencatatan pengakuan Pendapatan-LOdan Piutang
sebagai jurnal penyesuaian.
Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPD melakukan jurnal balik atas jurnal
penyesuaian pendapatan yang dilakukan pada saat penyusunan laporan
keuangan, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.
Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima

pembayarannya

Mencatat penerimaan kas atas pendapatan-LO yang sudah diakui tahun

sebelumnya

b. Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo pada
periode akuntansi berikutnya
Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD berdasarkan bukti
memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian
Lancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo
dalam satu tahun ke depan.
T Bagian Lancar Tagmahi.. ..o smssuommssesssnsssensss Xxx

Tagihan PIRJAMNAN. ...« ussuvssesn sessnnovovsensss XXX
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c. Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas piutang

(aging schedule)

Berdasarkan buku piutang, PPK-SKPD membuat bukti memorial atas
jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut, PPK-
SKPD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan
pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Penyisihan piutang tak
tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan pada saat penyusunan

laporan keuangan, sesuai dengan perkembangan kualitas piutang.

Beban Penyisihan Piutang............cccccooiiiiinn... Xxx
Penyisihan PR, ..o vmmssrsmnssamasssmasassss XXX

. Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang

Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan dan
penghapustagihan piutang, maka PPK SKPDakan mencatat
penghapusbukuahpiutang dengan mengurangkan Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih dan Piutang.

Sedangkan untuk penghapustagihan piutang PPK tidak melakukan
pencatatan ke dalam jurnal.

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya disisihkan

Penyisibhan PRItANE, ....onsmsisascssnissmmammisanssammmnss XXX
Beban Penyisihan Piutang..........cccccccvviiinannnn. XXX
PIULANE .o cmmes sssussosssmsanssasasase XXX
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Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya disisihkan

Penyisihan

...............................................

....................................................
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SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.Akuntansi Persediaan pada SKPD meliputi
pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terkait dengan
Persediaan.Terdapat dua metode yang mempengaruhi sistem akuntansi
persediaan, yaitu metode periodik dan perpetual.
1. Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antaralain
adalah:
a. Penyimpan Barang
Dalam sistem akuntansi persediaan, penyimpan barang bertugas untuk
menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan
persediaan.
b. Bendahara Pengeluaran
Dalam sistem akuntansi persediaan,bendahara pengeluaranbertugas
untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi
tunai yang berkaitan dengan persediaan.
c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis
kegiatan bertugas untukmenyiapkan dokumen atas beban pengeluaran
pelaksanaan pengadaan persediaan.
d. PPK-SKPD
Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan
SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang

dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.
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. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan antara lain:

e Bukti Belanja Persediaan

e Berita Acara Serah Terima Barang

e Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun
e SP2DLS

. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi persediaan pada SKPD adalah:

a. Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik

1)

2)

3)
4)

Pada awal tahun
Berdasar Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban
Persediaan dan pengurangan Persediaan atas persediaan awal pada

neraca

Beban Persediaan........ccceeeeeeeiiiinnnnnnnnn.. XXX

Persediaam....cooeeeineiiiiii i XXX

Pada saat pembelian
Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/Invoice, PPK-SKPD akan

mencatat Beban Persediaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Beban Persediaan.....cccoeeeeieiiiiiniininnnnnnnnn.. XXX

Kas di Bendahara Pengeluran................ XXX

Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak dibukukan

Pada saat penyusunan laporan keuangan, berdasarkan tembusan
berita acara hasil opname tisik persediaan dari bagian gudang. PPK-
SKPD akan melakukan pencatatan Persediaan (akhir) dan pengurangan

Beban Persediaan

Persediaan..... XXX

Beban Persediaan........ XXX
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b. Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual

1) Di awal tahun tidak dilakukan perjurnalan

2) Pada saat pembelian
Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/Invoice, PPK-SKPD akan

mencatat Persediaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Persediaan..... XXX

Kas di Bendahara Pengeluaran....... XXX

3) Penggunaan/Pemakaian persediaan pada periode berjalan
Pada saat penggunaan/pemakaian persediaan, PPK-SKPD akan

mencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan

Beban Persediaan..... XXX

Persediaan....... XXX

4) Tidak terdapat jurnal pada saat penyusunan laporan keuangan,.
Persediaan akhir merupakan saldo Persediaan Awal + Pembelian -

Pemakaian Persediaan selama tahun berjalan.
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PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu
(1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya
perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual
dalam operasi normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud
untuk digunakan.

1. Pihak-Pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain

adalah:

a.Bendahara Barang atau Pengurus Barang
Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang/pengurus
barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas pengelolaan aset tetap.

b. Bendahara Pengeluaran
Dalam sistemm akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas
untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas
transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap.

c.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan
bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran
pelaksanaan pengadaan aset tetap.

d.Pejabat Penatausahaan Keuangan
Dalam sistemm akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan
SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang
dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.
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2. Dokumen Sumber
Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap
antara lain adalah:
e Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan
e SP2DLS
e SPJ
e Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap
e Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset

e Dokumen lain yang dipersamakan

3. Sistem dan prosedur akuntansi
Sistem dan prosedur penambahan nilai aset tetap serta sistem dan prosedur
akuntansi pengurangan nilai aset tetap.
a. Penambahan
1) Berdasarkan SPJ yang dibuat Bendahara Pengeluaran untuk
pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga, PPK-SKPD akan mencatat
dalam buku jurnal.

T T Y SO WA XXX

Kas di Bendahara PengelUnran. ., cssssasmesssssissses X%

Setelah SP2D GU/Nihil diterbitkan oleh fungsi perbendaharaan

Belanja Modal.........cccoeuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciciennes XXX
Perubahan SAL.......ccoiuiiiiiiiiiiiiiiiiicece e XXX

pekerjaan pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga, PPK-SKPD akan

mencatat dalam buku jurnal.

2) Berdasarkan SP2D LS diterbitkan BUD untuk membayar penyelesaian a

ASEt TOIRAP sssswsssssanmesnssmssssnsssnsssnsessovonmsrevassnss XXX
REK PPEI....ccmmumnssammmas s sssmasassss soussaemsssssanms XXX
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27T, s R — XXX
Perubahamn SAL.....o.ooueineiiiieeeeeeeeeeeeeaeeenns XXX

3) Berdasarkan naskah hibah dari pihak ketiga dan berita acara serah
terima, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

ASEl TetaP . wwnavumssssimmmaamessom w4 XXX

Pendapatan hibah....LO.............ocoooiiiiiin, XXX

Pengurangan

1) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya berdasarkan Surat
Permohonan Kepala SKPD untuk penghapusan aset tetap, PPK-SKPD
akan mencatat dalam buku Jurnal.

Aset Lainnya.......cceeuvuiniiiiiiiniiiiiiiiiicieeanee. XXX
Akumulasi Penyusutan..........ccceeeeeeieieenennnn.. XXX
BB DA cosancasisinsamismisis thansn s bns svamms AR Ramaas XXX

2) Penghapusan aset tetap yang telah di reklafikasi ke aset lainnya
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penghapusan
aset tetap, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku Jurnal.

Defisit penghapusat aset lainnya........c.ccccccceeiiiinne.. XXX
Aset
LRI s rcsrsorsunn s s N B R R RSO XXX

3) Penjualan dan pertukaran aset tetap berdasarkan surat perjanjian,
PPK-SKPD akan melakukan perhitungan penyusutan terhadap aset
yang dijual atau pertukaran masa awal tahun s.d bulan penjualan
dan membukukan dalam buku jurnal.

Beban Penyastitan..swawssssssanassssmmmsessoness XXX

Akumulasi penyusutan........ccoceeeeeiiiiiiiiiniinanann.. XXX
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4) Surplus penjualan aset tetap (nilai jual lebih besar dari nilai buku),
PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

RK PPKD . ucsnnsssnsessmssssmmmsmssissvassesnsssssnvimnss XXX

Akumulasi penyusutan...........ccceeeeeenenenennnn.. XXX
Aset Tetap...ccoiuiiiiiiiiiiiiiiiiiceceeeee e XXX
Surplus penjualan aset tetap...LO: o osvsssanssannnss XX

Pencatatat hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatan

LRA sebesar nilai uang yang diterima

Perubahan SAL........cccouiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeae, XXX
Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak dipisahkan-
LRA....... XXX

5) Defisit penjualan aset tetap (nilai jual lebih kecil dari nilai buku),
PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

RE PPRD L s.ci6mm5mm00000smmmms st ss s e ssass ssamyaaoss s sesmsss X%
Akumulasi penyusutan.........ccceeeveeiiiiiiiiiniiiiieann. XXX
Defisit penjuslan aset tetap...LO) ...ccmocomrerenosarss XXX

ASEt TEAD.. covsssssnasmninsnsssvummimersss s ayersassanisassssansosss XXX

Pencatatat hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatan

LRA sebesar nilai uang yang diterima

Perubahan SAL......cccouiiiiiiiiiiiiiiciic e XXX
Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak dipisahkan-
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6) Pertukaran aset tetap yang menghasilkan keuntungan karena nilai

aset yang masuk lebih tinggi dari aset yang keluar

Aset Tetap (yang masuk).........coooeiiiiiiiiiinienanenann.. XXX
Akumulasi penyusutan Aset Tetap (yang keluar...xxx
Aset Tetap J[Fang BelUar).cunmmmnsmnmsssssans X%

Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO................. XXX

7) Pemberian hibah atas aset yang belum disusutkan berdasarkan surat

keputusan kepala daerah tentang hibah dan naskah pemberian

hibah, PPK-SKPD membukukan pada buku jurnal:

Beban Hibah. ... eeeeeeeeenns XXX

Aset

8) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilakukan pada saat

penyusunan laporan keuangan dengan jurnal.

Konstrulksi Dalam PERgETIani. . o.ocsovessismssssss assnssuassssinn XXX
Aset
DR s covansnona saarsmsanssamsmmess s Mmms s PSS A AR AN waRITeE XXX

~—— ST
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Aset

SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA

lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat

diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan

dana cadangan. Termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan

angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang aset kerjasama

dengan pihak ketiga dan kas yang dibatasi penggunaannya.

1. Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya antara lain
adalah:

a.

Bendahara Penerimaan

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPD
memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas
transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset
lainnya ke PPK-SKPD.

. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran

SKPDmemiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen- dokumen

atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi

aset lainnya ke PPK-SKPD.

PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan fungsi

akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- bukti
transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam

Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).
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2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi aset lainnya antara lain:

a.

Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/Berita Acara
Penjualan/yang Dipersamakan

Keputusan Pembebanan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan/ atau
Dokumen yang Dipersamakan

Kontrak/Perjanjian— Sewa/yang Dipersamakan

d. Kontrak/Perjanjian Kerja sama- Pemanfaatan/dokumen yang

Dipersamakan

Kontrak/Perjanjian Kerjasama- BOT/Dokumen yang Dipersamakan

Kontrak/Perjanjian Kerjasama - BOT & BAST/Dokumen yang
Dipersamakan
Bukti Pembelian atau Dokumen yang Dipersamakan

Surat Lisensi dan Frenchise/ljin dari pemegang Haki Hak Cipta,
Paten/Dokumen yang Dipersamakan

Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang dipersamakan.

Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi aset lainnya pada SKPD adalah:

a.

Pada saat pengakuan/pembelian

1) Tagihan Penjualan Angsuran
Ketika dilaksanakan penjualan aset ini secara angsuran, maka PPK-
SKPD akan membuat jurnal pengakuan tagihan penjualan angsuran
berdasarkan dokumen transaksi terkait  penjualan dengan

angsuran.
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Selisih nilai penjualan dan nilai buku positif:

Tagihan Angsuran XXX
Penjualan..........cccoeivinieiiiiniininnan. X%

Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan...

Surplus Penjualan Aset Gedung & Bangunan Xxx
-LO
Aset Tetap-Gedung dan Bangunan................. Xxx

Selisih nilai penjualan dan nilai buku negatif:

Tagihan Angsuran XXX
5oy LR L RO XXX

Akumulasi Penyusutan Gedung

&Bangunan...........
Defisit Penjualan Aset Gedung & Bangunan Xxx
-LO
Aset Tetap-Gedung dan Bangunan.............. Xxx

2) Tuntutan Ganti Rugi

3)

Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) inidiakui ketika putusan Pembebanan
dan/atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan. Berdasarkan
dokumen tersebut, PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan
tagihan tuntutan kerugian daerah.

Tomrtutan Gantl BUE .xssmsaansssssmsassssssnsnssnes p o4
Pendapatan TGR -LO.......cccciiiiiiiiiiniin. XXX

Kemitraan denganPihak Ketiga — Sewa
Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan
perubahan Kklasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset

kerjasama/kemitraan-sewa.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-...................... XXX
Aset Tetaps:csssnsswss cusmsenes sasmsenmsnssavesesn s sgas XXX

Hal 15

>N



4) Kemitraan denganPihak Ketiga - Kerjasama Pemanfaatan

S)

6)

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan
perubahan  klasifikasiaset dari aset tetap menjadi aset

kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-....................... XXX

Aset Tetap/Aset Lain-Lain-..................... XXX

Kemitraan denganPihak Ketiga - Bangun Guna Serah (BOT)

BGS dicatat sebesarnilai aset yangdiserahkan oleh pemerintah daersah
kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Kemitraan denganPihak Ketiga - Bangun Serah Guna (BTO)

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau
sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk
digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor
kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah
daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.
Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara

bagi hasil.
Pada saat kontrak ditandatangani dan dibuat BAST, tanah milik Pemda
dikerjasamakan
Bangun Serah Guna (BTO)-.......ccccccceuvee. XXX
TaBAR-. . covssssssrerrsrrrrsre somememmnmsopasesossibsnseawrasis XXX
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Pada saat bangunan dengan BTO telah selesai dan diserahkan ke
Pemda dengan BAST
Beampun ‘Serah Guna, (BDO) .. coccmmssmmusmonss wonsenessns XXX

Utang Jangka Panjang Lainnya............... Xxx

7) Aset Tidak Berwujud
Diakui Pada saat Aset Tidak Berwujud diperoleh, maka PPK-SKPD
membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud.

Asét Tidak Bervmijud-=........csusmsmsamnesessacansae XXX
R/K PPKD....oiiiiiiiiiiiiiiicieicecceee e, XXX

8) Aset Lain-lain
Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada
saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK-SKPD akan
membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi

penyusutan aset tetap yang direklasifikasi.

Aset LAIN-IaA.ussssamsmsmmmmssmssenssmsvsenssvemsssaeses XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.................... XXX
Aset Tetap..ccoeeeieiiiiiiiiiiiiiiceec e XXX

b. Penyesuaian Tagihan Jangka Panjang
Karena tagihan tersebut bersifat jangka panjang maka pada saat
penyusunan laporan keuangan,PPK-SKPD akan melakukan reklasifikasi (Q
untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke ﬁ

f

depan.
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Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - Xxx

Tagihan Angsuran Penjualan................... XXX

Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi -........... XXX
Tuntiatan Gantl RUGL........cccocmassiinimasssis XXX

. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Rusak Berat

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada
saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK-SKPD akan
membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi

penyusutan aset tetapyang direklasifikasi.

. Penyusutan KSO/BTO

Penyusutan terhadap KSO/BTO dilakukan dengan jurnal penyesuaian:

Beban Penyusttaiil ~......ccoccsonmsisiiinisssisssnsossssnns XXX
Akumulasi/Aset KSO/BTO......cccccoceuennnn. XXX
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e. Amortisasi

Amortisasi terhadap aset tidak berwujud dilakukan dengan jurnal

penyesuaian:

Akumulasi Amortisasi-

Beban AmOrtiSaAS —.cceeiiiineieeeeeeeeeiiannnnnnns XXX

f. Pada saat selesai dikerjasamakan

Penyerahanasetoleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah

disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan

pembayaran kepada pihak ketiga/investor.
Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna Serah (BOT)

N s~
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SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk mengakui,
mencatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam
wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak,
Pendapatan Retribusi, dan Lain-lain PAD yang Sah. Adapun Lain-lain PAD yang
Sah meliputi pendapatan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan, jasagiro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti
kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan atau pun bentuk lain sebagai
akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil
eksekusi atas jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan, pendapatan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, dan pendapatan

dari angsuran/cicilan penjualan.

1. Pihak Terkait
Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD adalah
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat
Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK- SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD,
BUD, dan Pihak Ketiga.
a. PA/KPA
- menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi
daerah/dokumen lain yang dipersamakan;
b.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA
berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal
LRA dan Buku Jurnal LO danNeraca;
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2) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan
yang belum diterima pembayarannya
3) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan
yang penerimaan yang melewati periode diterbitkannya dokumen
pendapatan
c. Bendahara Penerimaan SKPD
1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam
buku kas penerimaan;
2) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.
d. BUD
Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh fihak ketiga
ataupun melalui bendahara penerimaan.
e. Pihak Ketiga
Pihak ketiga disini adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau pihak

lainnya yangterkait dengan penerimaan pendapatan.

. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Pendapatan-LO dan
Pendapatan-LRA secara umum dikelompokkan sebagai berikut:

e Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKP-Daerah)

e Surat Ketetapan Retribusi Daerah(SKRD)

e Tanda Bukti Penerimaan (TBP)

e Surat Tanda Setoran(STS) &
e Bukti transfer/setor

e Nota kredit bank CQ-
e Bukti memorial a

e Bukti transaksi penerimaan kas lainnya
. Sistem dan Prosedur Akuntansi beserta pencatatannya

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD adalah :
a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan
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penerimaan kas (Pendapatan-LRA); dan

. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi

pengakuan Pendapatan-LO yaitu :
b.1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas; dan
b.2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan

Penerimaan Kas (Pendapatan-LRA)

1) WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran melalui
Bendahara Penerimaan, dan atas pembayaran tersebut, Bendahara
Penerimaan menerbitkan TBP. Selanjutnya TBPtersebut ditembuskan
pada PPK-SKPD untuk membukukan penambahan kas di Bendahara
Penerimaan, pengakuan Pendapatan-LO, dan pengakuan Pendapatan-
LRA. Berdasar TBP tersebut, Bendahara Penerimaan membuat STS
untuk menyetorkan penerimaan tersebut ke Kas Daerah. Selanjutnya
STS tersebut ditembuskan kepada PPK-SKPD untuk membukukan R/K
PPKD dan pengurangan kas di Bendahara Penerimaan.

2) Apabila WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran langsung
ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti transfer/setor
untuk WP/WR/pihak ketiga dan nota kredit untuk PPK-SKPD untuk
membukukanR/K PPKD, pengakuan Pendapatan-LO, dan pengakuan
Pendapatan-LRA.

Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima
dengan atau tanpa terbitnya dokumen penetapan. Pendapatan baik
dengan metode offical assement ataupun self assement diperlakukan

sama yaitu saat kas diterima.
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a) Pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan, maka dicatat

dengan jurnal sebagai berikut:

Kas di Bendahara Penerimaan

Perdapatan=-LiO. s sssmmusmsssimmasana

Perubahan SAL
Pendapatan-LRA

Pada saat kas disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah,
dicatat dengan jurnal sebagai berikut:
O 6 S 2 o b S ——— 00X

Kas di Bendahara Penerimaan...... 2000

b) Bila pihak ketiga langsung menyetor ke Kas Daerah, maka dicatat
dengan jurnal sebagai berikut:

R/K PPKD

Pendapatan-LO

............................

Perubahan SAL

b. 1.

Pendapatan-LRA .  ..civoswniaszenss

Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan-LO diakui
sebelum Penerimaan Kas

1) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan
Pendapatan yang belum diterima pembayarannya dengan membuat
buku memorial. Terhadap dokumen penetapan pendapatan yang
belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Pendapatan-
LOdan Piutang sebagai jurnal penyesuaian

2) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan

pendapatan yang pendpatan-LO telah diakui di tahun sebelumnya,
untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.
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Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila dalam hal proses
transaksi pendapatan daerah terdapat penetapan hak pendapatan
daerah yang belum diikuti penerimaan kas daerah, maka Pendapatan-
LO harus diakui walaupun kas belum diterima. PPK-SKPD melakukan
rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar untuk
selanjutnya dibuat buku memorial.

a) Jurnal Penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan, atas

dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya

b) Jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk dokumen penetapan
pendapatan yang sudah diakui Pendapatan-LO nya tahun

sebelumnya.

Pendapatan-LO..............cccceueee e, XX

b. Pada saat penyusunan laporan keuangan,Pendapatan-LO diakui setelah

Penerimaan Kas

PPK-SKPD melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang telah
diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial.Penyesuaian
dilakukan atas kas yang telah diterima namun barang/jasa belum
seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain
(belumseluruhnya menjadihakpemda). Atas kejadian ini maka
Pendapatan-LO yang telah diakui dilakukan penyesuaian sesuai yang
benar-benar menjadi hak pemerintahdaerah dengan akun pasangannya
Pendapatan Diterima Dimuka.

Hal 24

L - eSS e



PPK-SKPD melakukan jurnal penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang
telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial sebagai
berikut:

Pendapatan-LO ........... J00x

Pendapatan Diterima Dimuka...... XXX

Selain itu, PPK SKPD juga melakukan jurnal penyesuaian pada saat
penyusunan laporan keuangan, atas pendapatan diterima dimuka (hasil
penyesuaian tahun sebelumnya) yang benar-benar telah menjadi hak
pemerintah daerah di tahun berjalan.

Pendapatan Diterima Dimuka...... xXxx

Pendapatan-1LO ...................... X0
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SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
dikenal istilah beban dan belanja. Perlakuan akuntansi yang berbeda atas beban
dan belanja merupakan implikasi berlakunya basis akrual sebagaimana di atur
dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.
Akuntansi Beban pada lingkup SKPD melingkupi pengakuan, pencatatan, dan
pelaporan beban gaji dan tunjangan, beban  honorarium/lembur/
vakasi/tunjangan khusus dan beban pegawai transito, beban kontribusi sosial,
beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan
beban murni akrual.
Pembahasan akuntansi beban dan belanja meliputi pihak yang terkait, dokumen
yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan dijelaskan di
bawah ini.
1. Pihak yang terkait
a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran
Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas
pegeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap
transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui
dokumen SPM dan Pengesahan SPJ.
b. PPKD selaku BUD
Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk
melakukan pembayaran.
c. Bendahara Pengeluaran
Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:
1) Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen bukti
pembayaran/dokumen sumber lainnya.
2) Membuatkan dokumen pertanggungjawaban beserta tembusan bukti
tagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya dan

menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi.
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3) Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima dengan uang
persediaan atau membuat SPP;

4) Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur
yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas tagihan yang
diterimanya;

5) Menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen pembaaran
sepert SP2D yang diterimanya/dokumen sumber lainnya kepada PPK
SKPD.

d. PPK SKPD

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

1) Menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran
dan melakukan verifikasi bukti.

2) Menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran dan
membuatkan Memo Jurnal.

3) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi
sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah dibuat;

4) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang
bersangkutan ke Buku Besar;

5) Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup dan menyusun
Laporan Keuangan.

e. Pihak Ketiga/Pihak Terkait Lainnya

Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasa

berdasarkan BAST, melakukan penagihan, menerima pembayaran dari

Bendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan dokumen bukti

pembayaran SP2D .

2. Dokumen yang terkait
Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi
keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukt
untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan
sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi Beban dan Belanja SKPD meliputi:
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Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
Surat Tagihan dari pihak ketiga dan dokumen pendukung tagihan

Surat Bukti Pengeluaran/Belanja

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pegeluaran

Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPPJ)

SP2D LS/GU/Nihil

Dokumen Kontrak/Perjanjian

Dokumen lainnya

. Sistem dan prosedur akuntansi
Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada SKPD adalah :

a. Selama tahun berjalan,pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai

berikut:
- Melalui Uang Persediaan
Beban  dicatat ketika  bendahara  pengeluaran membuat
pertanggungungjawaban (SPJ) dan belanja dicatat pada saat
pengeluaran tersebut idsahkan oleh fungsi perbendaharaan.
- Melalui Kas daerah (LS)
Beban dan belanja dicatat bersamaan pada saat terbitnya SP2D-LS.

b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat tiga kondisi

pengakuan Beban yaitu :
1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas; dan
2) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas sepanjang tahun

Dalam hal tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara
penetapan kewajiban (pengakuan beban) dan pengeluaran kas serta
masih dalam periode pelaporan, maka beban dapat diakui pada saat
pengeluaran kas, pada saat penerbitan SPJ Bendahara Pengeluaran.
Misalnya terbitnya tagihan listrik dengan pembayaran tagihan listrik
tersebut yang biasanya dengan jangka waktu tidak terlalu lama. Oleh
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sebab itu ditinjau dari manfaat dan biaya, transaksi ini akan lebih efisien

apabila diakui secara pada saat terjadi pengeluaran kas.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan dengan

pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan

pertimbangan:

a) Perbedaan waktu tidak signifikan
Apabila perbedaan waktu antara pengakuan beban (timbulnya
dokumen penetapan) dan peneluarann kas tidak signifikan dan masih
dalam periode akuntansi jika ditinjau dari manfaat dan biaya maka
transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dan lebih efisien
dibanding dengan perlakuan akuntansi (accounting treatment) dimana
beban diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan.

b) Nilai tagihan dan nilai pembayaran sama
Pelaksanaan anggaran belanja operasional umumnya dimulai dari
tagihan pihak ketiga yang merupakan kewajiban pemerintah daerah
dan diakhiri dengan peneluaran kas atas tagihan tersebut setelah
diverifikasi. Nilai tagihan setelah dverifikasi dan pengeluaran kas atas
tagihan tersebut umumnya sama sehingga tidak menimbulkan utang
atau nilai beban yang merupakan kewajiban pemerintah daerah
dibayar lunas melalui mekanisme pengeluaran kas.

c) Karateristik belanja operasional
Sifat dari anggaran belanja operasional hanya untuk keperluan satu
tahun anggaran yang juga merupakan periode akuntansi dan
ketentuan bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan komitmen
yang tidak ada anggarannya atau tidak boleh punya utang.

Terkait dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapat
dilakukan pencatatan sesuai dengan dokumen sumbernya. Tembusan
dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD).
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(1)

(2)

Pencatatan atas pembayaran melalui PPTK
Pada saat Bendahara Pengeluaran memberikan panjar kegiatan kepada

PPTK maka maka perlu dilakukan pencatatan sebagai berikut:

Panjar Kegiatan..........coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeaeans XXX

Kas di Bendahara Pengeluaran ............cccooeieiiinn. XXX

Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan penggunaan panjar
kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal
sebagai berikut:

LI TT o 13T RS ———— XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran..............c.......... XXX
Panjar Kegiatan...........coooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaene. XXX

Pendebetan akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada jurnal di atas
dilakukan apabila ada selisih lebih antara panjar yang diberikan oleh
Bendahara Pengeluaran dengan penggunaan panjar tersebut oleh
PPTE.

Pada saat SPJ dari PPTK di atas disahkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, akan didijurnal sebagai berikut:

Pengakuan belanja atas penggunaan panjar oleh PPTK baru bisa
dilakukan setelah diterbitkan SP2D GU oleh BUD, yang dicatat dengan
jurnal sebagai berikut:

Pencatatan pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran
Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oleh Bendahara

Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:
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Apabila telah diterbitkan SP2D GU dari BUD, maka dicatat dengan
jurnal sebagai berikut:

(3) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui kas daerah (BUD)
Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui
mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Sedangkan Belanja diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

BRIV ... .r. i 505 o3 8 RSB B AR S A RS ANIRS docx

Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat tiga kondisi pengakuan

Beban yaitu :

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas
Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dokumen
penagihan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan
pembayaran maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai

berikut:
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2) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dari
pengeluaran kas yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum
menjadi beban maka dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut:
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SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan

agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai

dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan

dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan

pada periode berjalan.

Kesalahan dapat terjadi karena adanya:

1. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran,

2. Kesalahan perhitungan matematis,

3. Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi,

4. Kesalahan interpretasi fakta,

5. Kecurangan, atau

6. Kelalaian.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan ke dalam dua jenis,

yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik serta kesalahan yang tidak

berulang.

1. Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik
Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi
tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Koreksi ini biasanya
terjadi pada penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) berupa kelebihan atau
kekurangan bayar pajak. Berdasarkan SAP, jurnal koreksi tidak perlu dibuat
untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi
pengeluaran/penerimaan kas untuk mengembalikan kelebihan/kekurangan
pendapatan dengan mengurangi/menambah Pendapatan-LRA maupun
Pendapatan-LO yang bersangkutan.
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Jurnal standar untuk koreksi ini sebagai berikut:
a. Transaksi Wajib Pajak Lebih Bayar:

Pendapatan Pajak ... -LO ... XXX
Kas di Kas Daetall.....cowssssmmenmmnusssvmannass svssmmessstsssassin XXX
Pendapatan Pajak ... -LRA.........ciiiiiiiiiiiiiiiiiiaans XXX
Perubahan SAL......ouoiiiiieeeeeeeeee s eaennns XXX

b. Transaksi Wajib Pajak Kurang Bayar:

KasdiKas Daerah ....cc.cooeiniiiniiieiiiiiiiiieiieeeeeeeneean XXX
Pendapatan Pajalke ... =FL) . ossoissismmmmes sasnmvsnss sovmsams XXX

Perubahan SAL......oueeiuiiiiiieeeieeeieeeeeeeeeeeaeneneeanns XXX
Pendapatan Pajak ... sLRA ....... s isgeaerissassmes XXX

2. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang

Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak akan

terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang. Koreksi ini dapat terjadi

pada periode berjalan maupun pada periode-periode sebelumnya.

a. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode Berjalan
Baik mempengaruhi posisi Kas maupun tidak, koreksi atas kesalahan ini
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam
periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja,
maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban. Apabila tidak
mempengaruhi posisi Kas, pembetulan hanya dilakukan pada akun-akun

neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
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b. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode-Periode

Sebelumnya
1) Apabila laporan keuangan belum diterbitkan:

a) Jika mempengaruhi posisi Kas, koreksi dilakukan dengan
pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun
Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO
atau akun Beban.

b) Jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada
akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.

2) Apabila laporan keuangan telah diterbitkan

a) Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi Kas,
pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada
periode kesalahan ditemukan.

b) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga
mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah
posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas,
Pendapatan Lain-lain-LRA, dan Pendapatan Lain-lain-LO.

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran.. xxx
Pendapatan Lainnya-L0) ..o issnsomsnasses XXX

Perubahan SAL ......cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicicieaees XXX
Pendapatan Lainnya-LRA ..ccvscssssssoscsscns snsevensesse XXX

c) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/beban sehingga
mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi
Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Ekuitas, dan
SiLPA/SiKPA
Kesalahan atas kekurangan pengeluaran beban akan dijurnal:

ERUItas ..o XXX
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran.....xxx
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SILPA FSIKPA...ocsnsssmmmsmssmmsunpossssavssssmesssmsasvismsss XXX
Perubahan SAL ... XXX

d) Koreksi kesalahan atas kekurangan Pendapatan sehingga

mengakibatkan penambahan Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA dan
menambah posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun

Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran  xxx

| D B 1 7= £ XXX

Perubahan SAL ..ooeiiiiiiiieiieeieeeeeans XXX

SILPA/STKPA ..o, XXX

Koreksi kesalahan atas kelebihan Pendapatan sehingga
mengakibatkan pengembalian Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA
dan mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada

akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

T O (00 o s O R AT XXX
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran...... XXX

SiLPA/SIiKPA ... XXX
Perubahamn SAL ...ccuiineiiiiiieeeeeeeieeeeeeaanns XXX

f) Koreksikesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan

sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi

Kas, pembetulan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan

akun neraca yang terkait.
(1) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi

Kas.
Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehingga

mengakibatkan penambahan posisi Kas
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Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran
angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal
sebagai berikut:

Kasdi Kas Daerah......cccccoovveieniiniiniieennnnnn. XXX
Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD........... XXX
Perubahan SAL .....ccooieiiiiiiiiieieeeeeeeeanes XXX
SHLPA S GURPA -cimssnsis s ssnnsns s iamkwisos 5w samsse XXX

(2) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi

Kas.

Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehingga
mengakibatkan pengurangan posisi Kas

Contoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran angsuran
pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal
sebagai berikut:

Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD .. xxx

Kasidi Kas DacTal.........coneeseiicsssmnasisssmmsensss XXX
SILPA fRIKPA «.osnsassmssssssmsmmssmsssesessmonssaspss XXX
Perubahaft SAL ......cuszisseomssssssvavis sossmmasmssss XXX

(38) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi

Kas.
Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga

mengakibatkan penambahan posisi Kas
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Contoh : Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran
utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat,
akan dijurnal sebagai berikut:

Perubahan SAL ...coueieiiiiiieeeeeeeeeeeeaaannn XXX
BILPAS BIEPN . ..o vuimsnssssavevsmnssssmvammsissasanammss XXX

Kasdi Kas Daerah.....ccooovveeiiiiiiiiiiiannnnn. XXX
Utang Pemerintall PUSEE. ... covpsssanassnsssamns XXX

(4) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi
Kas.
Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga
mengakibatkan pengurangan posisi Kas.
Contoh : Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang
tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan
dikoreksi sebagai berikut:

Utang Pemerintah Pusat...................o.... XXX
Kas di Kas Daerah...cwomsemssonssssssssssmevsnsess XXX
SILPA/SIKPA ... e XXX
Perubahan SAL :scswminsmanssmssessvosmmrssssssis XXX

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain Kas dan menambah

atau mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada

akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Aset bersangkutan.

(1) Jika menambah Kas dan mengurangi nilai Aset Tetap. Misalnya,
pemda kelebihan membayar harga tanah yang dibeli, akan
dikoreksi sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran  xxx

Tanalt. KAt or. .. oo tnocimsnss sescsssss sovemmiss s XXX
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Perubahamn SAL ..o XXX
SIEPALSIKRR o - oo ki sms i smcnF o AR SR e XXX

(2) Jika mengurangi Kas dan menambah nilai Aset Tetap. Misalnya,
pemda kurang membayar harga peralatan kantor yang dibeli.

Peralatan Kantor .......ooueeeeieiiieiiiiiiaeaannns XXX

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran.xxx

SILPA LRIEPR v ssususnens sssmsssssmams e s 55 XXX
Perubahan SAL ..o eeeeeeeeeeeeeeeeaann XXX

Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah
maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan
pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.
(1) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar

angsuran utang jangka panjang.

Kas di Kas Daeral.........ooeeiisseissmnss seassansns XXX
L] s T O S S XXX

Perubahan SAL ...ooeeiiiiiiiiiiiiieieeineeenans XXX
SILPA/SIKPA ....ccoocverseivonmesigssasanisossonsonsonsinnns XXX

(2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar

angsuran utang jangka panjang.

UEBRE ... .. oot mmmsnomns on g s TG A SRS A AT ST XXX
KasdiKasDaerah .oooooiiniiiiiiiiiiiiiiieeieeeeenns XXX

BILPA fBIEPR «.. c.ovsincomnonssigavsomssmmmesmsssanssss XXX
Perubahan SAL ....oouiiiiiieiieeeeeeeeeaeaens XXX
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PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA

A. DEFINISI

Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan
atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal
periode ketika  Pemerintah  Daerah untuk  pertama kali akan
mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas
Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum
mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika
pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode
sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (cash toward
accrual). Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain
untuk akun sebagai berikut:

1. Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan
piutang;

2. Beban Dibayar Dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja,
apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai
akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di
tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;

3. Aset Tetap, yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi
penyusutan;

4. Aset Tidak Berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah
dikurangi akumulasi amortisasi;

5. Utang Bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga
akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;

6. Pendapatan Diterima Dimuka, perlu disajikan kembali karena pada

periode sebelumnya belum disajikan;
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7. Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam
pengklasifikasian ekuitas berbeda.

B. TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI

Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan

penyajian kembali Neraca adalah :

1. Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait
seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan
piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan
akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dst

2. Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan
kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu
basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan
akuntansi berbasis akrual.

C. JURNAL STANDAR
Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah sebagai

berikut :

URAIAN AKUN DEBIT | KREDIT
Penyajian EKUITAS XXX
kembali nilai PENYISIHAN PIUTANG ..... XXX
wajar piutang (untuk mencatat koreksi penyajian
kembali menambah akun

akumulasi penyisihan piutang tak
tertagih sebesar jumlah cadangan
piutang yang seharusnya
dicadangkan s/d tahun terakhir
sebelum pelaksanaan basis

akrual)
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URAIAN AKUN DEBIT | KREDIT
Penyajian Beban Dibayar dimuka XXX
kembali nilai EKUITAS XXX
beban dibayar (untuk mencatat koreksi penyajian
dimuka kembali menambah nilai beban
dibayar dimuka)
Penyajian EKUITAS XXX
kembali nilai Akumulasi penyusutan XXX
buku aset tetap (untuk mencatat koreksi penyajian
kembali menambah nilai
Akumulasi penyusutan)
Penyajian EKUITAS XXX
kembali nilai Akumulasi Amortisasi XXX
buku aktiva tidak | (untuk mencatat koreksi penyajian
berwujud kembali menambah nilai
akumulasi penyusutan)
Penyajian EKUITAS XXX
kembali nilai Utang Bunga...... s
utang bunga
(untuk mencatat koreksi penyajian
kembali menambah nilai utang
bunga)
Penyajian EKUITAS XXX
kembali nilai Pendapatan diterima dimuka XXX
pendapatan (untuk mencatat koreksi penyajian

diterima dimuka

kembali menambah nilai

pendapatan diterima dimuka)

Hal 42

\,QQ\SBF‘



URAIAN AKUN DEBIT | KREDIT

Penyajian EKUITAS DANA XXX
kembali nilai EKUITAS XXX
Ekuitas (untuk mencatat koreksi penyajian

kembali reklasifikasi ekuitas)

QBUPATI KUBU RAYA, z

7RUSMAN ALI A

Dl & i S

SEKRETARIS DGERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN PYAL
BERITA DAERAH KAR
TAHUN...22LY.....NOWIOR
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